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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Negara membuat hukum (pidana) untuk menciptakan masyarakat yang tertib, 

sejahtera serta damai.1 Hukum yang berlaku sama bagi setiap orang, yang 

miskin dan yang kaya, yang jelata maupun yang berkuasa. Perlakuan semacam ini 

dikenal dengan prinsip equality before the law, seperti disebutkan dalam The 

Universal Declaration of Human Rights pasal 10:

“Everyone is entitled in full eguality to a f air and public hearing by an 

independent and impartial tribunal in the determination of his rights and

aman,

obligation and of any criminal charge againts him. ” (yang artinya bahwa

setiap orang berhak dalam persamaan yang penuh yang adil dan terbuka oleh

yang independen dan tidak memihak dalam penentuan hak asasi manusia dan

kewajiban serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya).

Pial serupa juga tertera dalam Undang - undang Kekuasaan Kehakiman 

bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang.” Hal ini menggambarkan betapa seharusnya tiada pelaku tindak pidana yang 

dapat lepas dari jeratan hukum.

\ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.7.
. Indonesia (a), Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4, LN. No.4 Tahun 2004, 

TLN. No. 4358, ps. 5 ayat (1).

1
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Pada sisi lain, sekalipun menurut ketentuan undang-undang tindakannya 

sudah melanggar ataupun memenuhi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai tindak 

pidana, ada pelaku yang kepadanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Alasan yang menyebabkan pelaku tak dapat dipidana (dalam bahasa Belanda 

ontoerekeningsvatbaarheid ) ini tentu saja terjadi dengan lebih dahulu melihat situasi 

dan kondisi tertentu dari si pelaku, sesuai dengan ketentuan hukum pidana.3 Di

Doktrin hukum pidana mengenal dua alasan bagi pelaku tidak dipidana. 

Alasan yang pertama adalah alasan pembenar, di mana sifat melanggar hukum 

(wederrechtelijkheid/onrechtmatigheid) dari perbuatan si pelaku dihilangkan. Jadi 

sekalipun telah melanggar ketentuan atau memenuhi rumusan suatu tindak pidana,

perbuatan pelaku adalah halal atau benar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP), alasan pembenar dapat ditemui dalam Pasal 48 keadaan darurat/ 

noodtoestand4, Pasal 49 ayat (1) yaitu bela diri/noodweer, Pasal 50 yaitu perbuatan 

untuk menjalankan peraturan undang-undang/wzTvoer/wg van een wettelijk voorschrift, 

dan Pasal 51 ayat (1) yaitu perbuatan untuk melakukan perintah jabatan dengan 

wewenang yang sah/ uitvoering van bevoegdelijk gegeven ambtelijk bevel.

Berikutnya adalah alasan pemaaf, di mana semua unsur tindak pidana 

termasuk sifat melanggar hukum tetap ada, namun tidak dapat dipidana karena alasan 

- alasan tertentu yang menyangkut keadaan yang melekat pada diri si pelaku. KUHP 

menyebutkan alasan — alasan dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu perbuatan seseorang yang

. Jan Remmelink, Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal - Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan 
Padanannya dalam KUHP Indonesia, cet. /, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2003), hal.201.

. E. Utrecht, Hukum Pidana /, (Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 2000), hal. 346
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kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, Pasal 48 yaitu keadaan 

terpaksa/ overmacht, Pasal 49 ayat (2) yaitu pembelaan diri yang melampaui 

batas/noodweerexces, dan Pasal 52 ayat (2) yaitu perbuatan menurut perintah jabatan 

yang tidak sah / onbevoegdelijk yang ternyata perbuatan itu seakan - akan diberikan 

menurut wewenang yang sah, yang dalam doktrin dikenal sebagai alasan-alasan 

pemaaf.5

Sementara itu peniadaan penuntutan terjadi karena dalam perisriwa-peristiwa 

tertentu pembuat undang-undang memang menghendaki tidak terjadinya penuntutan 

terhadap pelaku.6 Peniadaan tersebut dalam KUHP berdasar pada Pasal 2-5 dan Pasal 

7-9 tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana Indonesia, Pasal 61 dan 62 

tentang kejahatan percetakan dan penerbitan, Pasal 72 tentang tidak adanya

pengaduan, Pasal 82 tentang pembayaran denda yang setinggi-tingginya secara 

sukarela pada pelanggaran-pelanggaran (afdoening buiten proces) , Pasal 76 tentang 

kasus yang memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Pasal 77 tentang 

meninggalnya tertuduh, dan Pasal 78 tentang daluarsa penuntutan.

Untuk menentukan dapat atau tidaknya pelaku dipidana, sering kali 

dibutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain di luar hukum. Salah satu contoh yang 

akan penulis bahas lebih jauh adalah ilmu kejiwaan atau yang disebut ilmu psikiatri. 

Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP.

. Wiijono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 
hal.81-83
6. Lamintang, op. cit., hal. 371.
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yang tidak dapat“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, 

dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena

sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”7

Menurut Remmelink pasal tersebut merujuk pada sebab internal yang 

mempengaruhi si pelaku8, yang menurut doktrin termasuk dasar peniadaan pidana 

bagi pelaku. Penyebab internal itulah yang disebut dalam pasal sebagai kondisi 

kurang sempurna akal dan sakit berubah akal, yang secara awam dikatakan sebagai 

mengalami gangguan kejiwaan.

Lebih jauh lagi, ketentuan pidana juga memungkinkan bagi hakim untuk 

menempatkan pelaku yang sedemikian dalam pengawasan ahli kejiwaan. Dalam pasal

44 ayat (2) KUHP dikatakan sebagai berikut:

“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena 

kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh 

memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu 

tahun untuk diperiksa.”9

Ketentuan-ketentuan hukum di atas belum memberi batasan yang jelas 

mengenai kondisi kurang sempurna akal dan sakit berubah akal yang dapat 

dipergunakan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang berkaitan 

dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan. Perlu diingat

7. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Disertai Komentar-komentar Pasal demi Pasal, 
(Bogor: Poloteia, 1996), hal. 60
. Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan 

Padanannya Dalam KUHP Indonesia, cet. I, (Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2003)., hal. 210 
9. Soesilo, Loc. C/7.
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bahwa meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan bersalah atau 

tidaknya pelaku, ia tidak memiliki keahlian untuk menentukan kesehatan jiwa 

seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Oleh karena itu 

seorang hakim memerlukan pendapat ahli jiwa.

Wahjadi berpendapat10:

“Hukum, khususnya hukum pidana, memang tidak mungkin berjalan seorang 

diri menapaki pematang dunia kehidupan manusia yang melakukan kejahatan 

maupun mengalami viktimisasi. Tahap implementasi hukum pidana menjadi 

sesuatu yang hambar apabila hanya semata dilihat dari kaca mata hukum yang 

sebegitu terbatasnya....”

Pendapat ahli jiwa membatasi pengertian kurang sempurna akalnya dan/atau 

sakit berubah akal. Oleh sebab itu tidak setiap pelaku tindak pidana yang mengalami

gangguan jiwa lolos dari jeratan hukum karena dasar pemaaf yang tersirat pada Pasal 

44 ayat (1) KUHP. Hakim dapat memutuskan pelaku yang mengalami gangguan jiwa 

untuk tetap menjalani hukuman.

Paparan diatas dapat dipertanyakan dalam penerapannya. Kenyataan 

memperlihatkan bahwa belakangan semakin sering media memberitakan kejahatan 

yang pelakunya mengalami gangguan jiwa. Salah satu contoh yang terkenal adalah 

kasus Robot Gedeg. Robot Gedeg menyodomi dan membunuh beberapa bocah laki- 

laki pada tahun 1997 silam. Untuk kejahatan tersebut ia diputus bersalah dan diberi

10 Wahjadi Darmabrata, Psikiatri Forensik, cet. 1, (Jakarta: EGC, 2003), hal. Viii.
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hukuman. Meski telah melakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, ia ditetapkan 

bersalah dan mendapat hukuman mati.11

Kasus lain adalah yang terjadi tahun 2003 silam, di mana pelaku melakukan 

kanibalisme terhadap seorang nenek yang sudah meninggal. Sumanto ‘Sang Kanibal 

mencuri jasad nenek yang telah terkubur selama 16 (enam belas) jam. Oleh hakim 

Pengadilan Negri Purbalingga ia dihukum 5 (lima) tahun penjara, yang kemudian 

dikuatkan oleh putusan hakim Pengadilan Tinggi. Permohonan kasasi pun ditolak . 

Sekali lagi putusan hakim meletakkan tanggung jawab pidana pada penderita 

gangguan jiwa. Akhir tahun 2006 Sumanto sudah dibebaskan13.

Kasus di atas menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa dapat menjadi 

ancaman bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat melalui tindak pidana yang 

dilakukannya. Batasan-batasan mengenai gangguan jiwa sebagai dasar pemaaf dalam 

undang-undang membuat para pelaku tidak serta-merta bebas dari jeratan hukum 

karena kegilaannya.

Lain lagi kasus dari akhir tahun 2006, pada saat masyarakat dihebohkan oleh 

ditemukannya seorang perempuan sakit jiwa di Cimanggis, Depok, yang diduga 

memakan bayinya sendiri. Perempuan tuna wisma yang tidak jelas identitasnya 

tersebut ditemukan bersama potongan tulang-belulang bayi yang telah hangus,

. Indah Indrasanti S., Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan 
Jiwa Dalam Deviasi Seksual (Studi Kasus Robot Gedeg), (Skripsi saijana Universitas Indonesia, 
Depok, 2000), lampiran mengenai Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Robot Gedek.

. Lima Tahun Penjara Untuk Sumanto (Bagian 1): Saya Ingin Kembali ke Jalan yang Benar,”
http://\v\vw.tabloidnova.com/articles.asp?id^361 &no=1.

Sumanto Bebas dari LP Purwokerto Selasa Depan”, http://www.kompas.com/kompas- 
cetak/0610/20/daerah/3044820.htm.

http:///v/vw.tabloidnova.com/articles.asp?id%5e361_&no=1
http://www.kompas.com/
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berikut sisa-sisa makanannya. Menurut Kepolisian Resor Depok, perempuan ini 

ditempatkan di bawah pengawasan tim medis rumah sakit. Selanjutnya dilakukan 

pemeriksaan kejiwaan oelh psikiater dan psikologi14.

Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai proses hukum yang akan 

dijalani perempuan tanpa identitas tersebut. Hal ini menyiratkan kemungkinan bahwa 

kasus yang pelakunya dianggap gila tidak perlu diproses sampai ke pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, timbul permasalahan yang

perlu diteliti mengenai “KETIDAKMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB 

SEBAGAI ALASAN PEMAAF MENURUT HUKUM PIDANA” sebagai salah

satu syarat untuk meraih gelar Saijana Hukum.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini sudah seharusnya di ketahui apa saja yang

menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, agar dapat terarah dengan baik. 

Berdasarkan uraian dan judul yang telah dipaparkan di atas maka perumusan masalah 

yang akan di kemukakan adalah sebagai berikut:

Apa yang menjadi penyebab seseorang tidak mampu 

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya?

2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk 

membuktikan seseorang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan 

pidana yang dilakukannya?

1.

u. “Perut Ibu Pemakan Bayi Dibedah”, http://vv\vvv.hariansih.com/contents/view/17854/1 /.

http://vv/vvv.hariansih.com/contents/view/17854/1_/


$

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis akan membedakan tujuan penelitian ini pada tujuan umum dan tujuan 

khusus. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang 

lebih mendalam mengenai ketentuan hukum pidana yang berlaku di mana pelakunya 

ternyata adalah seorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sedangkan secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk:

mengetahui tidakpenyebab1. Untuk mampuseseorang

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

2. Untuk lebih mengetahui usaha ataupun upaya yang dilakukan oleh aparat

hukum untuk membuktikan seseorang itu mampupenegak

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh pihak 

yakni memberikan sumbangan informasi berupa pemikiran dan saran bagi ilmu 

pengetahuan dibidang hukum khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Demi terciptanya kesamaan definisi, maka penulis akan memperjelas 

beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang- 

undang untuk mengadili.15

. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Peristilahan Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Kejaksaan 
Agung R.I., 1985), hal.89. J
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Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini 

(Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) untuk melakukan 

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.16

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

17berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 

Terdakwa adalah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di

IKsidang pengadilan.

Gangguan jiwa adalah:

“ketidakseimbangan jiwa yang mengakibatkan teijadinya ketidaknormalan 

sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian 

diri.”19

2.

3.

4.

5.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Permasalahan

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi

ini, maka dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu 

mengambil data yang bersumber dari kepustakaan.

,6. Indonesia (b), Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.16 Tahun 2004, LN 
No.67 Tahun 2004, TLN No.4401, Ps. 1 butir 2.
17. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, cet. 2, (Jakarta: Garuda 
Metropolitan Press, 1988), hal. 349.
,8. Ibid.

. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 253
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2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data kualitatif yang bersumber kepada data sekunder. Data sekunder ini 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen - dokumen. Data 

Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara 

menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari literature-literatur, 

peraturan perundang-undangan, laporan dan publikasi lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

mengumpulkan data dan bahan dengan mengadakan penelitian

kepustakaan, arsip, dan lain-lain, berupa bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya pengumpulan data yang diperlukan maka dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum, yaitu : 

a.) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa
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b. ) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu

menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa asas 

hukum, teori hukum, yurisprudensi dan doktrin-doktrin.

c. ) Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberi petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku-buku 

bacaan, media-media cetak dan media elektronik.

4. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data yang telah diperoleh

melalui penelitian dan bahan kepustakaan. Skripsi ini menggunakan analisis secara

kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-

bahan tertulis. Data yang dinyatakan berupa data sekunder yaitu data yang didapatkan 

melalui studi kepustakaan. Kemudian pembahasan dan penguraian data dan informasi 

yang berhubungan dikumpulkan dan dilakukan secara deskriptif-kualitatif yaitu 

analisis terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya 

dengan pokok permasalahan penulis.20

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

penulis mencoba menganalisa permasalahan penelitian ini ke dalam 4 (empat) uraian 

bab, terdiri dari:

20 Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal 32
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B/ib I, Penulis akan mengawalinya dengan uraian tentang kondisi yang 

melatarbelakangi masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan 

menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam bentuk 

pertanyaan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan hasil penelitian dalam tiap-tiap bab.

Bab II, merupakan tinjauan umum mengenai permasalahan yang diangkat penulis 

yang terdapat dalam Bab I. Dalam bab ini berupa pandangan umum terhadap 

permasalahan yang diangkat.

Bab III, merupakan pembahasan bagaimana dalam praktiknya ketentuan pidana 

mengatur kasus pelaku yang mengalami gangguan jiwa, faktor-faktor yang 

menjadi penyebab pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak 

diproses sampai ke pengadilan, serta contoh kasus yang terkait. Disini juga 

akan dibahas mengenai bagaimmana ketentuan pasal 44 KUHP mengatur 

masalah pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, disertai 

pembahasan mengenai maksud pembuat undang-undang dalam pasal tersebut, 

kemudian pemaparan peranan ilmu psikiatri dalam menentukan 

pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Dalam 

bab ini juga penulis akan menjelaskan apakah terdapat perlakuan khusus 

terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

Bab IV, terakhir penulis akan memberi kesimpulan-kesimpulan akhir dari 

permasalahan yang dianalisa dalam bab-bab sebelumnya disertai 

sebagai penutup.

saran-saran
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